PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR & TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN 2018

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pengaturan Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Tahun 2018.

Ls

Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 16355);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, aTambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43



10.

11.

12.

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap
Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rncian Dana Desa
setiap desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1884);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks
Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 300);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1359};

Peraturan Dacrah Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor
139).

Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 15).



13. Peraturan Bupati Lombok Barat nomor 90 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 104).

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN

DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN 2018 DI
KABUPATEN LOMBOK BARAT

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yvang dimaksud dengan:

1
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

3

4. Desa adalah Desa Dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain,

Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
Bupati adalah Bupati Lombok Barat.

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam

Negerl.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat

APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran

2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a.

alokasi dasar;



b. alokasi afirmasi dan

c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap
Desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap Daerah Kabupaten yang
telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan jumlah Desa se Kabupaten.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenail Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢, dihitung
berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa =((0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4))*AF Kab

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total
penduduk desa Kabupaten Lombok Barat

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin desa setiap terhadap total
penduduk miskin desa di Kabupaten Lombok Barat

Z3 = rasio luas wilayah desa setiap terhadap luas wilayah desa
di Kabupaten Lombok Barat

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di
Kabupaten Lombok Barat

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Lombok Barat

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢
disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang



berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang statistik.
Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lombok Barat
Tahun Anggaran 2018 secbagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lombok Barat

1.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA
Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening
Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKD).

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa
dilakukan paling lama 7 (Tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di
Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah
dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sccara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap 1 (kesatu) paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli
sebesar 60% (enam puluh persen); dan
b. Tahap Il (kedua) paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh

persen).
(4) Penvaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap | (Kesatu) setelah bupati
menerimas:

a. Pcraturan Desa mengenail APBDesa; dan
b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran secbelumnya dari Kepala Desa.

(5) Penvaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap Il (Kedua) dilaksanakan
setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa tahap [ (Kesatu) dari Kepala Desa.

(6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-
rata capalan output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh
persen).

(7) Capalan output scbagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5)
dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh
kegiatan.

(8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output,
cara pengadaan, dan capaian output.

(9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum
memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel

f



referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh
kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 10

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan dan
bidang pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan oleh
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia.

(2) Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk
dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada
saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada
pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang
dibiayail dari Dana Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan
secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal,
dan  diupavakan dengan  lebih banvak menyerap tenaga kerja darni
masyvarakat Desa setempat.

Pasal 12
(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana
Desa.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 13

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan recalisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya; dan
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I
(Kesatu).



(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I
(Kesatu) schagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling
lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),
Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada
bupati.

BAB VI

SANKSI
Pasal 14

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a. bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);

b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari
30% (tiga puluh persen); dan/atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas [ungsional daerah.

(2) Pcnundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran
berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar
dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran
Dana Dcsa tahap I tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran
berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih
besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi
sisa Dana Desa di RKUD.

(5) Bupati melaporkan  Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kecpada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(0) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ disampaikan
oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau
telah terjadi penyvimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

(8) Reckomendasi scbagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada
bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9.



Pasal 15

(1) Bupati menvalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (1) huruf a telah diterima;

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau
sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan
berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD
dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada
avat (2) kepada Kepala KPPN sclaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa.

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yvang bersangkutan mengenai
Dana Desa vang ditunda penyvalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar
dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran
berikutnya.

(5) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu
pertama  bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan
permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap | yang belum disalurkan dari
RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran
berjalan.

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah
dikcnakan sanksi  penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa
di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lombok Barat
Nomor 3A Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal & )an o
BUPATI LOMBOK BARA

A

~ J
H. FAUAAN XHALID

Diundangkan di Gerung

pada tanggal % )4 30!
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH.TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR ©O&



Lampiran

: Bupati Lombok Barat

Nomor 3
Tanggal 2V endac ;0(8
Tentang . Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Tahun 2018 di Kabupaten Lombok Barat
Rincian Dana Desa masing-masing Desa Tahun 2018
No Kecamatan Desa Total Pagu
1 2 3 4
| Gerung
1 {52.01.01.2002 Kebon Ayu 1.245.552.000,00
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52.01.01.2003
52.01.01.2005
52.01.01.2006
52.01.01.2007
52.01.01.2008
52.01.01.2009
52.01.01.2010
52.01.01.2012
52.01.01.2013
52.01.01.2014

Kediri

52.01.02.2001
52.01.02.2002
52.01.02.2003
52.01.02.2004
52.01.02.2005
52.01.02.2006
52.01.02.2007
52.01.02.2008
52.01.02.2009
52.01.02.2010

Narmada

52.01.03.2001
52.01.03.2002
52.01.03.2003
52.01.03.2004
52.01.03.2005
52.01.03.2006
52.01.03.2007
52.01.03.2008
52.01.03.2009
52.01.03.2010
52.01.03.2011
52:01.03:2012
52.01.03.2013
52.01.03.2014
52.01.03.2015
52.01.03.2016
52.01.03.2017
52.01.03.2018
52.01.03.2019
52.01.03.2020
52.01.03.2021

Sekotong

52.01.07.2001
52.01.07.2002
52.01.07.2003
52.01.07.2004
52.01.07.2005
52.01.07.2006
52.01.07.2007
52.01.07.2008
52.01.07.2009

Gapuk

Suka Makmur
Banyu Urip
Babusalam
Dasan Tapen
Beleke
Tempos
Mesanggok
Taman Ayu
Giri Tembesi

Kediri
Montong Are
Jagaraga Indah
Gelogor
Rumak
Banyvumulek
Ombe Baru
Dasan Baru
Kediri Selatan
Lelede

Lembuak
Nyurlembang
Peresak

Keru

Batu Kuta
Tanak Beak
Sedau
Suranadi
Selat

Lebah Sempaga
Sesaot

Dasan Tereng
Badrain
Sembung
Krama Jaya
Gerimax Indah
Pakuan
Golong
Mekarsari
Buwun Sejati
Narmada

Sekotong Tengah
Sekotong Barat
Pelangan

Buwun Mas
Kedaro

Batu Putih

Gili Gede Indah
Cendi Manik
Taman Baru

—

[ a—

[ER Ty

— e

—_

B = =

2
1
1
1
1
1

888.998.000,00

.163.458.000,00
.212.504.000,00
.386.774.000,00

847.359.000,00

.087.037.000,00
.103.647.000,00

890.784.000,00

.052.254.000,00
.062.281.000,00

.267.095.000,00
.002.064.000,00
.261.906.000,00

974.198.000,00
882.847.000,00

.191.383.000,00
.290.052.000,00
.106.299.000,00
.004.706.000,00
.069.491.000,00

814.412.000,00
782.656.000,00
931.673.000,00
930.256.000,00
837.267.000,00
890.004.000,00

.153.832.000,00
.038.111.000,00

907.318.000,00
898.532.000,00

.138.006.000,00

901.231.000,00

.100.992.000,00

944.728.000,00

.170.220.000,00

959.722.000,00

.007.962.000,00

867.360.000,00
829.715.000,00

.262.717.000,00

802.206.000,00

.611.286.000,00
.626.305.000,00
.091.836.000,00
2.381.018.000,00
.260.764.000,00

.776.846.000,00
.033.518.000,00
.681.555.000,00
.414.767.000,00




No Kecamatan Desa Total Pagu
V Labuapi
1152.01.08.2001 Bengkel 1.091.048.000,00
2 152.01.08.2002 Merembu 1.306.162.000,00
3 152.01.08.2003 Bagik Polak 984.451.000,00
4 152.01.08 2004 Telagawaru 931.469.000,00
5 152.01.08.2005 Perampuan 885.375.000,00
6 152.01.08.2006 Bajur 1.202.590.000,00
7 152.01.08.2007 Terong Tawah 977.704.000,00
8 152.01.08.2008 Kuranji 926.391.000,00
9 (52.01.08.2009 Karang Bongkot 956.990.000,00
10(52.01.08.2010 Labuapi 837.090.000,00
11(52.01.08.2011 Bagek Polak Barat 890.129.000,00
12152.01.08.2012 Kuranji Dalang 905.177.000,00
VI Gunung Sari
1 152.01.09.2001 Gunung Sari 1.061.007.000,00
2 152.01.09.2002 Midang 864.878.000,00
3 152.01.09.2003 Sesela 1.228.658.000,00
4 152.01.09.2004 Kekait 980.522.000,00
5 152.01.09.2005 Kekeri 935.658.000,00
6 152.01.09.2006 Mambalan 852.482.000,00
7 152.01.09.2007 Dopang 892.557.000,00
8 [52.01.09.2008 Penimbung 1.044.647.000,00
9 152.01.09.2009 Taman Sari 1.302.461.000,00
10(52.01.09.2010 Jatisela 887.305.000,00
11152.01.09.2011 Guntur Macan 1.070.697.000,00
12152.01.09.2012 Mekarsari 688.105.000,00
13]152.01.09.2013 Ranjok 777.449.000,00
14(52.01.09.2014 Gelangsar 1.168.931.000,00
15152.01.09.2015 Jeringo 918.156.000,00
16152.01.09.2016 Bukit Tinggi 1.110.144.000,00
VII Lingsar
1 152.01.12.2001 Lingsar 931.920.000,00
2 152.01.12.2002 Batu Kumbung 1.139.438.000,00
3 152.01.12.2003 Sigerongan 1.085.233.000,00
4 [52.01.12.2004 Duman 935.715.000,00
5152.01.12.2005 Karang Bavan 900.982.000,00
6 152.01.12.2006 Langko 1.083.832.000,00
7 152.01.12.2007 Dasan Geria 926.417.000,00
8 152.01.12.2008 Peteluan Indah 915.513.000,00
9 152.01.12.2009 Gegerung 987.789.000,00
10152.01.12.2010 Batu Mekar 1.222.707.000,00
11152.01.12.2011 Giri Madia 858.190.000,00
12(52.01.12.2012 Bug-Bug 873.398.000,00
14(52.01.12.2013 Gegelang 885.921.000,00
15152.01.12.2014 Saribaye 1.015.265.000,00
13152.01.12.2015 Gontoran 081.165.000,00
V111 Lembar
1 152.01.13.2001 Lembar 1.237.817.000,00
2 152.01.13.2002 Jembatan Kembar 976.567.000,00
3 (52.01.13.2003 Mareje 1.280.977.000,00
4 [52.01.13.2004 Sekotong Timur 1.324.116.000,00
5 152.01.13.2005 Labuhan Tereng 1.235.443.000,00
6 [52.01.13.2006 Jembatan Gantung 1.206.158.000,00
8 152.01.13.2007 Lembar Selatan 1.196.880.000,00
7 152.01.13.2008 Mareje Timur 1.193.784.000,00
9 [52.01.13.2609 Jemb. kembar Timur 89(.234.000,00
10152.01.13.2010 Evat Mavang 1.159.259.000,00
IX Batu Layar
1 152.01.14.2001 Batu Lavar 1.538.966.000,00
2 152.01.14.2002 Meninting 857.421.000,00
3 (52.01.14.2003 Sandik 1.065.338.000,00
4 [52.01.14.2004 Lembah Sari 903.362.000,00

4



No Kecamatan Desa Total Pagu
5 [52.01.14.2005 Senteluk 845.251.000,00
6 152.01.14.2006 Senggigi 833.125.000,00
7 152.01.14.2007 Bengkaung 1.057.358.000,00
8 [52.01.14.2008 Pusuk Lestari 805.452.000,00
9 [52.01.14.2009 Batu Layar Barat 838.723.000,00
X Kuripan

i [52:01-15.2001 Kuripan 1.311.077.000,00
2 152.01. 152002 Jagaraga 1.508.124.000,00
3 [52.01.15.2003 Kuripan Utara 1.346.486.000,00
4 152.01.15.2004 Kuripan Selatan 1.215.358.000,00
5 |152.01:15.2005 Kuripan Timur 1.061.121.000,00
6 152.01.15.2006 Giri sasak 1.042.284.000,00

JUMLAH 128.689.903.000,00
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